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ABSTRAK :  - Bahwa dalam rangka memenuhi penyediaan barang danatau jasa guna kepentingan umum 
dan meningkatkan daya saing industri pembuatan tinta khusus (toner) di dalam negeri dan 
terhadap impor barang dan bahan oleh industri pembuatan tinta khusus (toner) telah 
memenuhi kriteria penilaian dan ketentuan barang dan bahan untuk dapat diberikan Bea 
Masuk Ditanggung Pemerintah sesuai ketentuan Pasal 2 Permenkeu RI 261/PMK.011/2010 
serta telah ditetapkan pagu anggaran untuk pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah 
Tahun Anggaran 2011, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Bea Masuk 
Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Tinta 
Khusus (Toner) Untuk Tahun Anggaran 2011. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      UU 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.75, TLN No.3612) sebagaimana telah diubah dengan 
UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47, TLN No.4286), UU 1 Tahun 2004 (LN  Tahun 2004 
No.5, TLN No.4355), UU 10 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 N0.126,TLN No.5167), Keppres RI 
56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 63/PMK.05/2010, Permenkeu RI 261/PMK.011/2010. 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Bea Masuk Ditanggung Pemerintah diberikan atas impor Barang dan Bahan sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. Bea Masuk Ditanggung Pemerintah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja subsidi pajak ditanggung 
pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai 
mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung 
Pemerintah. Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
diberikan dengan pagu anggaran sebesar Rp337.500.000,00. Pelaksanaan dan 
pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 
yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas Bea 
Masuk Ditanggung Pemerintah. Terhadap Barang dan Bahan yang memperoleh Bea Masuk 
Ditanggung Pemerintah, wajib digunakan oleh Perusahaan yang bersangkutan guna 
pembuatan tinta khusus (toner) dan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain. Atas 
penyalahgunaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan wajib 
membayar bea masuk yang seharusnya dibayar ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua 
persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak dilakukan realisasi impor 
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1). 

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal tanggal diundangkan sampai dengan 
tanggal 31 Desember 2011. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 18 Juli 2011. 

  - Lampiran halaman 1. 

 


